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Abstract

The land dispute problem that initially occurred between CK and Bitung City
Government in the District Court was won by CK, but after the decision had
permanent legal force, Bitung City Government filed a Judicial Review and
withdrew NR as a party who had never previously appeared during the
examination of the case in the District Court, but unfortunately CK as a buyer
in good faith had to lose in the Judicial Review and the case was won by
Bitung City Government. The research method used is normative juridical
which includes research on the level of legal synchronization, the object of
research is to what extent the existing written positive law is synchronized or
harmonious with each other. Legal research also conducted an in-depth
examination of legal facts to be used later in answering problems. The results
of the study show that the strength of proof of land rights without a certificate
as evidence in court against lawsuits in court over land objects that have been
issued certificates by authorized officials, Certificate of Use Rights Number
2 of 2003 in the name of the Bitung City Government was issued on land
owned by someone else because the seller (MR) made 2 sales and purchases
to different buyers (CK and NR) with the same land object. The case disputes
the right to ensure the legitimate owner of the property rights so that it is
carried out through the process of a lawsuit for unlawful acts in the District
Court, then the party declared victorious can file for cancellation of the
certificate to the BPN or PTUN. Analysis of the Judge's considerations in
Decision Number 272 / Pdt.G / 2019 / PN.Bit in conjunction with Supreme
Court Decision No. 1054PK / Pdt / 2020, the plaintiffs at the first level district
court defeated the Bitung City Government, but after the a quo decision had
permanent legal force (inkracht van gewijde) without appeal and cassation,
however, the Bitung City Government after the a quo decision had permanent
legal force filed a Judicial Review on the basis of the existence of novum (new
evidence) in the form of a Statement of Release of Land Use Rights dated
October 30, 2002 which won the Bitung City Government as the holder of the
use rights who received the release of land rights from NR, so that this harms
the aspect of justice because there is no legal protection for CK as a buyer in
good faith. The need for legal protection for buyers in good faith for the a quo
land object where there is another buyer, namely NR, who has released the
land rights to the Bitung City Government, so it is necessary to improve legal
protection for buyers in good faith such as the case experienced by CK.
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Abstrak

Permasalahan sengketa tanah yang awalnya terjadi antara CK dan Pemko Bitung di Pengadilan Negeri di
menangkan oleh CK, namun setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Pemko Bitung mengajukan
Peninjauan Kembali dan menarik NR sebagai pihak yang sebelumnya tidak pernah muncul sewaktu
pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, namun sayangnya CK sebagai pembeli yang beritikad baik harus
kalah di Peninjauan Kembali dan perkara dimenangkan oleh Pemko Bitung. Metode penelitian yang
digunakan yaitu yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, yang menjadi
objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama
lainnya. Penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk
selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa
Kekuatan pembuktian hak atas tanah tanpa sertifikat sebagai alat bukti di persidangan terhadap gugatan di
pengadilan atas objek tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya oleh pejabat yang berwenang, Sertifikat Hak
Pakai Nomor 2 Tahun 2003 atas nama Pemerintah Kota Bitung diterbitkan di atas tanah milik orang lain
karena pihak penjual (MR) melakukan 2 kali jual beli terhadap pembeli yang berbeda (CK dan NR) dengan
objek tanah yang sama. Kasus tersebut mempersengketakan hak untuk memastikan pemegang hak milik
yang sah sehingga dilakukan melalui proses gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri,
kemudian pihak yang dinyatakan menang dapat mengajukan pembatalan sertifikat ke BPN atau PTUN.
Analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PN.Bit juncto Putusan
Mahkamah Agung No. 1054PK/Pdt/2020, para penggugat pada pengadilan negeri tingkat I mengalahkan
pemko bitung, namun setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde) tanpa banding
dan kasasi, namun Pemko Bitung pasca berkekuatan hukum tetapnya putusan a quo mengajukan Peninjauan
Kembali atas dasar adanya novum (bukti baru) berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Pakai atas Tanah
tertanggal 30 Oktober 2002 yang memenangkan Pemko Bitung selaku pemegang hak pakai yang
mendapatkan pelepasan hak atas tanah dari NR, sehingga hal ini mencederai aspek keadilan karena belum
adanya perlindungan hukum terhadap CK selaku pembeli yang beritikad baik. Diperlukannya perlindungan
hukum bagi pembeli yang ber’itikad baik atas objek tanah a quo dimana terdapat pembeli lainnya yaitu NR
yang telah melepaskan hak atas tanah kepada Pemko Bitung, maka perlunya ditingkatkan perlindungan
hukum bagi pembeli yang beritikad baik seperti kasus yang dialami oleh CK.

Kata Kunci: Hak Pakai, Tanah, Pembeli.

PENDAHULUAN

Saat Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 272/Pdt.G/2019/PN.Bit. telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijde), namun Pemko Bitung mengajukan Peninjauan Kembali ke
Mahkamah Agung dengan memberikan bukti baru (novum) yang menyebabkan Ahli Waris
Christon (Penggugat) selaku pembeli yang beritikad baik yang sebelumnya menang pada
Pengadilan Tingkat | harus kalah di Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mengabulkan
permohonan peninjauan kembali Pemerintah Kota Bitung dengan alasan adanya bukti-bukti baru
dan kesalahan dalam putusan pengadilan yang lebih rendah, yang pada akhirnya membatalkan
putusan awal dan memerintahkan pihak lawan untuk membayar biaya hukum. Awalnya MR
(pemilik tanah) merupakan penjual yang tidak ber’tikad baik karena menjual 2 (dua) kali objek yang
sama kepada NR (Tahun 1987) dan kepada Christon (Tahun 2002), kemudian NR melepaskan hak
atas tanahnya berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Pakai atas tanah tertanggal 30 Oktober
2002 kepada Pemko Bitung. Permasalahan muncul saat Ahli Waris Christon menggugat Pemko
Bitung dan pada pengadilan tingkat I dimenangkan oleh Ahli Waris Christon (Penggugat),
kemudian pada saat peninjauan kembali terdapat bukti yang diajukan oleh Pemko Bitung (Pemohon
Peninjauan Kembali) yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Pakai atas tanah tertanggal 30 Oktober
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2002 dari NR kepada Pemko Bitung yang memiliki indikasi menjadi alat untuk memenangkan hak
pakai Pemko Bitung.

Mahkamah Agung mengkaji bukti-bukti baru yang diajukan Pemerintah Kota Bitung dan
menilai bukti-bukti tersebut krusial dan berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah sengketa.
Pengadilan menyimpulkan bahwa bukti-bukti menunjukkan kepemilikan pemerintah secara terus-
menerus dan sah atas tanah tersebut selama kurang lebih 17 tahun untuk kepentingan umum. Selain
itu, Mahkamah Agung mengidentifikasi kesalahan dalam penerapan undang-undang di pengadilan
yang tingkat | dan pada akhirnya memutuskan untuk mengabulkan peninjauan kembali, sehingga
membatalkan putusan sebelumnya dan memerintahkan pihak lawan untuk menanggung biaya
hukum yang timbul selama proses hukum. Putusan tersebut mencerminkan pemeriksaan
komprehensif terhadap kasus tersebut, menekankan pentingnya bukti baru dan penerapan hukum
yang tepat dalam mencapai keputusan akhir. Berbeda dengan Putusan Pengadilan tingkat 1 maka
pada proses peninjauan Kembali yang memenangkan perkara ialah Pemko Bitung dengan bukti
surat berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Pakai atas tanah tertanggal 30 Oktober 2002 dari NR
kepada Pemko Bitung, yang mana NR sebelumnya tidak ditarik sebagai pihak pada perkara ini
dalam Putusan Pengadilan tingkat | tetapi muncul pada Permohonan Peninjauan Kembali.
Sehingga, dari kasus ini, dibutuhkannya perlindungan hukum bagi Ahli Waris Christon
(Penggugat/Termohon Kasasi) selaku pembeli yang beritikad baik agar memenuhi aspek keadilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian hak atas tanah tanpa sertifikat sebagai alat bukti di
persidangan?

2. Mengapa Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2003 atas nama Pemerintah Kota Bitung bisa
diterbitkan di atas tanah milik orang lain?

3. Bagaimanakah analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor
272/Pdt.G/2019/PN.Bit juncto Putusan Mahkamah Agung No. 1054PK/Pdt/2020?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif,
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analis. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaanatau studi
dokumen (documentary study). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif,
Penggunaan pendekatan deduktif yang mana proses berawal dari proposisi-proposisi umum yang
kebenarannya diketahui yang merupakan kebenaran ideal bersifat aksiomatis yang esensi
kebenarannya tidak perlu diragukan dan berakhir pada kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Pembuktian Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat Sebagai Alat Bukti Di
Persidangan

Namun, dalam prakteknya, pendaftaran tanah dari surat keterangan tanah menjadi
sertifikat masih memiliki tantangan, seperti biaya yang tinggi dan waktu yang lama. Dalam Pasal
2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tujuan utama pendaftaran tanah adalah untuk
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memberikan akses yang lebih sederhana, aman, dan terjangkau kepada masyarakat. Namun,
implementasi dari asas-asas tersebut belum sepenuhnya terwujud di lapangan, di mana proses
pendaftaran masih memakan biaya mahal dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu
sekitar 6 bulan hingga waktu yang tidak pasti. Dengan demian diperlukan pengakuan hukum
terhadap bukti kepemilikan tanah selain sertifikat yang antara lain adalah sebagai berikut( Nadya,
2024):

a.

Letter C

Letter C merupakan dokumen tanah yang berlaku pada masa kolonialisme Hindia
Belanda. Dokumen ini mencatat informasi perpajakan dan identitas tanah, dan umumnya
dibuat oleh pemerintah desa atau kelurahan. Status Letter C serupa dengan tanah girik, yaitu
tanah yang tidak memiliki sertifikat. Meskipun demikian, jika masih ada dan tersimpan, Letter
C dapat digunakan untuk proses jual-beli tanah.

Namun, perlu dicatat bahwa status hukum Letter C relatif lemah. Data yang terdapat
di dalamnya juga cenderung kurang akurat karena pemeriksaan surat ini seringkali dilakukan
dengan kurang teliti pada masa lalu. Letter C biasanya disimpan di desa dan tidak dipegang
oleh masyarakat secara langsung. Sebagai gantinya, masyarakat umumnya hanya memiliki
salinan atau kutipan dari surat tersebut.
Girik

Girik adalah surat tanah yang awalnya dibuat untuk keperluan perpajakan. Meskipun
demikian, pada masa lalu, masyarakat juga menggunakan girik sebagai bukti kepemilikan
tanah. Tanah yang tercatat dalam girik umumnya adalah tanah yang tidak memiliki sertifikat
resmi. Tanah girik sering kali diperoleh secara turun-temurun atau diwariskan dari generasi
ke generasi. Meskipun tanah tersebut tercatat dalam girik, pemiliknya masih tetap wajib
membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.
Petok D

Alat bukti ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat. Namun,
setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, surat tanah tradisional mengalami
perubahan fungsi menjadi hanya bukti pembayaran pajak tanah. Menurut peraturan, Petok D
dapat digunakan sebagai bukti awal untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah secara
yuridis, yaitu sertifikat hak milik. Dengan kata lain, pada masa lampau, Petok D digunakan
untuk menegaskan hak kepemilikan tanah.

. Surat Hijau

Surat Hijau adalah istilah yang mengacu pada Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang
berlaku khusus di Surabaya. Surat ini diberikan kepada penyewa lahan yang dimiliki oleh
pemerintah kota. Meskipun berlaku terbatas hanya di wilayah tertentu, Surat Hijau memiliki
peran penting sebagai bukti kepemilikan lahan.

Rincik

Rincik dulu adalah bukti kepemilikan tanah yang berupa Surat Pendaftaran
Sementara Tanah Milik Indonesia sebelum 1960. Surat tanah ini cukup populer di beberapa
daerah.

Eigendom Verponding

Merupakan bukti kepemilikan tanah pada masa penjajahan Hindia Belanda. Ada dua

jenis eigendom yang dikenal, yaitu eigendom biasa dan eigendom verponding. Eigendom
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biasa adalah bentuk hak kepemilikan yang diberikan kepada orang Eropa dan Timur asing.
Sementara itu, eigendom verponding adalah bentuk hak kepemilikan yang dibuktikan dengan
surat tagihan pajak. Verponding merupakan dokumen tagihan pajak atas tanah atau bangunan
pada masa tersebut. Saat ini, verponding memiliki fungsi yang serupa dengan SPPT-PBB
(Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang - Pajak Bumi dan Bangunan).

Secara umum, dalam setiap sengketa kepemilikan hak atas tanah, bukti yang diandalkan
adalah sertifikat hak atas tanah. Alat bukti ini memiliki peran penting dalam hukum pertanahan
untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu
bidang tanah, unit rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar. Hal ini memungkinkan
pemegang hak untuk dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemilik hak yang sah. Namun,
dalam praktik pemeriksaan di pengadilan, bukti hak atas tanah selain sertifikat, seperti Girik atau
bukti lainnya yang telah disebutkan sebelumnya, ternyata memiliki kedudukan yang kuat di
hadapan persidangan. Terbukti bahwa dalam lingkungan peradilan telah banyak dikeluarkan
keputusan dalam sengketa tanah antara Girik dan sertifikat, di mana tanah Girik sering kali
memenangkan perselisihan tersebut( Nurkristia, 2021).

. Eksistensi Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2003 Atas Nama Pemerintah Kota Bitung
Bisa Diterbitkan Di Atas Tanah Milik Orang Lain

Tanah merupakan salah satu komponen ekosistem yang sangat strategis bagi
kelangsungan hidup umat manusia, dan juga sebagai faktor utama dalam setiap kegiatan
pembangunan. Hubungan manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan
hukum agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman. Peran tanah yang begitu
besar maka negara berkewajiban untuk mengatur penggunaan dan peruntukan tanah, sebagai
mana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya begitu pula ruang angkasa merupakan karunia
Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu sudah semestinya
pemanfaatannya haruslah tetap memerlukan tanah. Selain diatur dalam UUD NRI Tahun 1945,
Hak Pakai juga diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 yang diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 41 sampai dengan Pasal 58. Dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA,
didefinisikan bahwa Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah Hak Milik orang lain, yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan
perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini( Hetharie, 2019).

Pada dasarnya hukum dibuat untuk memberi kenyamanan, ketentraman, keselamatan
dan perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk untuk mmberi rambu-rambu atau batasan-
batasa baik perbuatan/tindakan sebagai warga negara maupun sebagai penyelenggara
pemerintahan. Untuk itu hukum yang dibuat harus berisi nilai-nilai mulia seperti nilai ketuhanan,
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etika, moral, sopan santun, dan lain sebagainya, agar tujuan di atas itu benar- benar memberi
pelayanan terbaiknya bagisemua lapisan masyarakat. Dalam mencapai tujuan sebagaimana
diatas, setiap produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memenuhi syarat-
syarat tertentu yang menjadi ukuran umum dan khusus dari setiap pembangunan
hukum/peraturan perundang-undangan( Kamal, 2021).

Tanah sebagai salah satu komponen ekosistem yang sangat strategis bagi kelangsungan
hidup umat manusia, dan juga sebagai faktor utama dalam setiap kegiatan pembangunan.
Hubungan manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan hukum agar
manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman( Hetharie , 2019).

Perlindungan hukum dan dengan memberikan ganti kerugian yang adil dan layak
kepada pihak yang berhak, akan tetapi kenyataannya seringkali pemegang hak atas yang
memberikan haknya mengalami penurunan kualitas dibandingkan keadaannya semula sebelum
pelepasan hak atas tanah( Kotalewala DKk, 2020).

. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/Pn.Bit
Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 1054pk/Pdt/2020

Sebagai pembeli beritikad baik, maka Almarhum Chreston Kansil (melalui ahli
warisnya) dapat mengajukan gugatan kepada Maxi Rottie untuk menuntut ganti kerugian akibat
kehilangan hak atas tanah Pasini Objek Sengketa akibat perbuatan Maxi Rottie yang menjual
tanah tersebut, dengan melawan hukum dan beritikad tidak baik, kepada dua pihak yang berbeda
dan menerima pembayaran dari kedua pihak baik Almarhum Chreston Kansil dan Nicodemus
Roty. Tuntutan ganti kerugian mana dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki
kewenangan memeriksa perkara perbuatan melawan hukum antara warga negara. Perlindungan
hukum keoada pembeli beritikad baik oleh Pengadilan dapat dimanfaatkan untuk mendorong
terciptanya kepastian hukum.

Permasalahan kepatian hukum dapat timbul kembali dalam kasus ini dalam hal
Penggugat segera memohonkan Pembatalan atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2003
atas nama Pemerintah Kota Bitung segera setelah ditetapkannya Putusan Pengadilan Negeri
Bitung Nomor 272/Pdt.G/2019/PN. Bit;

Sebagaimana ketetntuan dalam Pasal 66 UU Mahkamah Agung mengatur bahwa
pelaksanaan eksekusi putusan inkracht sebagai berikut: “permohonan peninjauan kembali tidak
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan”. Dengan demikian dengan
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 272/Pdt.G/2019/PN. Bit; maka
Penggugat kemudian berhak memohonkan eksekusi termasuk memohonkan pembatalan
Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2003 atas nama Pemerintah Kota Bitung.

Dalam hal ini maka permasalahan sengketa atas tanah terulang kembali dalam konflik
antara Penggugat dan Tergugat karena di kemudian hari Putusan Mahkamah Agung Nomor
1054PK/Pdt/2020 mengeluarkan putusan yang meneguhkan kepastian hukum dari Sertipikat
Hak Pakai Nomor 02 Tahun 2003 atas nama Pemerintah Kota Bitung. Oleh karena perlu
konstruksi peraturan yang diciptakan oleh Pemerintah untuk mencegah potensi sengketa hak atas
tanah tersebut. Mahkamah Agung, sebagai lembaha yang berwenang mengadili sengketa
pertanahan perlu melakukan kajian ulang dan mengeluarkan aturan bagi Hakim dengan tujuan
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mengurangi potensi putusan yang saling bertentangan satu sama lain atau khusus dalam sengketa
pertanahan, mengeluarkan putusan yang bersifat prematur untuk dapat dijadikan alasan
pembatalan suatu hak atas tanah. Misalnya, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan
yang memerintahkan bahwa pemeriksaan judex facti harus menunggu para pihak dapat
menghadirkan segala bukti yang menjadi landasan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah
sebelum mengeluarkan putusan dalam sengketa tanah atau Pemerintah, melalui lembaga yang
berwenang dalam hal ini BPN, dapat mengeluarkan peraturan dapat mengeluarkan aturan
sehubungan dengan ‘kewajiban menunggu’ dalam jangka waktu tertentu untuk mengajukan
permohonan pembatalan hak dengan dasar putusan pengadilan dan sebaliknya mengatur
mengenai ‘jangka waktu/daluarsa’ dalam mengajukan bukti baru (yang berpotensi membatalkan
putusan judex facti) bagi pihak yang berkebaratan atas putusan pengadilan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian hak atas tanah tanpa sertifikat sebagai alat bukti di persidangan terhadap
gugatan di pengadilan atas objek tanah yang telah diterbitkan sertipikatnya oleh pejabat yang
berwenang, maka semua keterangan yang terdapat dalam sertipikat mempunyai kekuatan
pembuktian yang kuat sepanjang data yang tersaji dalam sertipikat sesuai dengan buku tanah
dan sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya. Selain itu, sifat hakim pada perkara
perdata yang harus pasif maka para pihak yang harus pro-aktif untuk mengajukan bukti-bukti
surat yang dapat mendukung agar kekuatan pembuktian hak atas tanah tanpa sertifikat dapat
sesuai yang diharapkan.

2. Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 2003 atas nama Pemerintah Kota Bitung diterbitkan di
atas tanah milik orang lain karena pihak penjual melakukan 2 kali jual beli terhadap pembeli
yang berbeda (CK dan NR) dengan objek tanah yang sama. Namun disisi lain, NR melepaskan
hak atas tanahnya kepada Pemerintah Kota Bitung berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan
Hak Pakai Atas Tanah tertanggal 30 Oktober 2002. Kasus tersebut mempersengketakan hak
untuk memastikan pemegang hak milik yang sah sehingga dilakukan melalui proses gugatan
perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri, kemudian pihak yang dinyatakan menang
dapat mengajukan pembatalan sertifikat ke BPN atau PTUN. Pemberian hak penguasaan atas
tanah, baik kepada individu maupun badan hukum, berdampak pada wewenang, kewajiban,
dan larangan yang harus dipatuhi oleh pemegang hak tersebut. Wewenang, kewajiban, dan
larangan ini berkaitan dengan pengelolaan, penggunaan, peralihan, dan pembebanan hak atas
tanah tersebut. Pemerintah daerah dapat menguasai hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah.
Hak ini bisa diperoleh melalui penegasan konversi dari hak penguasaan atas tanah negara atau
melalui pemberian hak langsung dari tanah negara. Sebagai bukti haknya, diterbitkan sertifikat
hak pakai atau hak pengelolaan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota. Sehubungan dengan
kasus yang diangkat dalam penelitian maka Pemerintah Daerah Kota Bitung memperoleh hak
pakai atas Objek Sengkata dengan melaui proses sebagai berikut:

a. Peralihan Hak Melalui Jual Beli dari Maxi Rotty dan Nelly Palenewen (suami istri)
sebagai penjual kepada Nicodemus Rotty dan Berthin Ngantung (suami istri) selaku
pembeli;
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b. Pelepasan Hak olen Nicodemus Rotty dan Berthin Ngantung (suami istri) sehingga
Objek Sengkera kembali menjadi tanah negara
c. Permohonan Hak Pakai atas Objek Sengketa yang Diajukan oleh Pemerintah Daerah
Kota Bitung
3. Analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 272/Pdt.G/2019/PN.Bit
juncto Putusan Mahkamah Agung No. 1054PK/Pdt/2020, para penggugat pada pengadilan negeri
tingkat 1 mengalahkan pemko bitung, namun setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijde) tanpa banding dan kasasi, namun Pemko Bitung pasca berkekuatan hukum
tetapnya putusan a quo mengajukan Peninjauan Kembali atas dasar adanya novum (bukti baru)
berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Pakai atas Tanah tertanggal 30 Oktober 2002 yang
memenangkan Pemko Bitung selaku pemegang hak pakai yang mendapatkan pelepasan hak atas
tanah dari NR, sehingga terdapat indikasi NR dijadikan alat untuk memenangkan Pemko Bitung
pada proses Peninjauan Kembali, sehingga hal ini mencederai aspek keadilan karena belum
adanya perlindungan hukum terhadap CK selaku pembeli yang beritikad baik.

Saran

1. Kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah yang hanya bersifat kuat akibat penerapan sistem
publikasi negatif belum mampu sepenuhnya menciptakan kepastian hukum, mengingat masih
banyaknya kasus sengketa tanah dan adanya duplikasi sertifikat tanah. Oleh karena itu,
Pemerintah sebaiknya melakukan kajian dan pertimbangan ulang terkait penggunaan sistem
publikasi negatif. Mereka harus mencoba langkah-langkah progresif untuk mengadopsi
kebijakan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah di Indonesia, tentu saja dengan
mempertimbangkan aspek-aspek yuridis yang menjamin kepastian hukum. Sehingga, Perlunya
diakomodir dalam aspek kepastian hukum terkait Kekuatan pembuktian hak atas tanah tanpa
sertifikat sebagai alat bukti di persidangan, karena pembeli yang ber’tikad baik berpotensi
dirugikan apabila ada penjual yang menjual objek yang sama kepada 2 (dua) pihak yang
berbeda.

2. Dalam praktiknya di lapangan, terdapat kesadaran yang rendah di kalangan masyarakat hukum
adat kita akan pentingnya pendaftaran tanah, serta kurangnya pemahaman mengenai implikasi
yang ditimbulkannya. Sebagian besar masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari
pentingnya memiliki pemahaman hukum yang cukup. Jika pemerintah terus menggunakan
pendekatan yang pasif dalam mengatasi masalah ini, target yang ditetapkan untuk tahun 2025
kemungkinan besar tidak akan tercapai. Oleh karena itu, penting bagi Permen ATR/BPN untuk
mendorong pemerintah agar lebih proaktif dalam mengatasi masalah ini. Sertifikat Hak Pakai
Nomor 2 Tahun 2003 atas nama Pemerintah Kota Bitung diterbitkan di atas tanah milik orang
lain harusnya diterbitkan dengan memastikan tidak adanya sengketa tersebut sehingga
tercapainya substansial penerbitan sertifikat yang prosedural.

3. Dalam kasus ini, sengketa atas tanah kembali timbul karena Putusan Mahkamah Agung Nomor
1054PK/Pdt/2020 mengonfirmasi kepastian hukum dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 02 Tahun
2003 atas nama Pemerintah Kota Bitung. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi peraturan oleh
Pemerintah untuk mencegah potensi sengketa hak atas tanah di masa depan. Mahkamah Agung,
sebagai lembaga yang berwenang dalam mengadili sengketa pertanahan, perlu melakukan
kajian ulang dan mengeluarkan aturan bagi Hakim untuk mengurangi potensi putusan yang
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saling bertentangan atau prematur dalam sengketa pertanahan. Contohnya, Mahkamah Agung
dapat mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pemeriksaan judex facti menunggu pihak-
pihak menghadirkan semua bukti yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah
sebelum memutuskan sengketa tanah. Selain itu, Pemerintah melalui lembaga yang berwenang
seperti BPN, dapat mengeluarkan aturan yang mengatur 'kewajiban menunggu' dalam jangka
waktu tertentu untuk mengajukan permohonan pembatalan hak berdasarkan putusan
pengadilan, serta mengatur ‘jangka waktu/daluarsa’ dalam mengajukan bukti baru yang
berpotensi membatalkan putusan judex facti bagi pihak yang berkeberatan atas putusan
pengadilan tersebut. Sebagai pembeli beritikad baik, maka Almarhum Chreston Kansil (melalui
ahli warisnya) dapat mengajukan gugatan kepada Maxi Rottie untuk menuntut ganti kerugian
akibat kehilangan hak atas tanah Pasini Objek
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